BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis atas
perhitungan pajak terutang dan sanksi terhadap usaha tour & travel Wajib Pajak A,
maka kesimpulan yang didapatkan adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak A merupakan pengusaha yang bergerak di bidang tour & travel.
Usaha tour & travel milik Wajib Pajak A ini membuat dan menawarkan paket-
paket wisata kepada konsumen sesuai dengan budget yang dimiliki oleh
konsumennya sehingga tergolong ke dalam usaha jasa pariwisata kelompok biro
perjalanan wisata. Sebagai seorang pengusaha, Wajib Pajak A memiliki
beberapa kewajiban baik di bidang hukum maupun perpajakan. Kewajiban
hukum bagi pengusaha tour & travel yang masuk ke dalam kelompok biro
perjalanan wisata wajib berbadan hukum seperti PT sesuai dengan UU
Kepariwisataan yang berlaku. Dari hasil wawancara dengan Wajib Pajak A
diketahui bahwa Wajib Pajak A belum menjadikan usahanya tersebut berbadan
hukum melainkan hanya menjadi pengusaha perseorangan. Untuk kewajiban
perpajakan, Wajib Pajak A seharusnya menghitung, memotong, menyetor dan
melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas pegawai yang tergolong
bukan pegawai bersifat berkesinambungan dan tidak. Selain itu, Wajib Pajak A
juga wajib menghitung, menyetor, dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT)
Tahunan Orang Pribadi yang menggunakan tarif 1% (satu persen) yang bersifat
final diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 karena memiliki
omzet tahunan di bawah Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan raturs juta
rupiah)

2. Penulis melakukan perhitungan pajak terutang yang belum dibayarkan oleh
Wajib Pajak A selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 yang direkapitulasi
sebagai berikut:

a. Perhitungan dilakukan atas pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang
diterima oleh pegawai yang dipekerjakan oleh Wajib Pajak A. Dari hasil
wawancara, Wajib Pajak A hanya mempekerjakan pegawai tambahan untuk
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trip paket corporate yang mempunyai jumlah peserta di atas 30 orang.
Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diperoleh pegawai,
ada beberapa pengelompokkan jenis-jenis pegawai yang sudah diatur
dengan jelas di dalam PER-16/PJ/2016. Pegawai yang dipekerjakan oleh
Wajib Pajak A termasuk ke dalam jenis bukan pegawai bersifat
berkesinambungan ~ dan  tidak  berkesinambungan. Perbedaan
berkesinambungan dan tidak dilihat dari jumlah penghasilan yang diterima
di dalam satu tahun pajak. Jika pegawai menerima penghasilan lebih dari
satu kali dari Wajib Pajak A, maka tergolong ke dalam jenis bukan pegawai
bersifat berkesinambungan. Jika kurang dari satu kali, maka tergolong ke
dalam jenis bukan pegawai bersifat tidak berkesinambungan. Perhitungan
PPh Pasal 21 ini tidak mendapatkan Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagai
pengurang karena para pegawai memiliki penghasilan lain. Dasar
pemotongan pajaknya didapatkan dari 50% (lima puluh persen) dikalikan
dengan penghasilan bruto yang diperoleh. Kemudian penentuan tarif Pasal
17 UU PPh dapat dilihat dari dasar pemotongan kumulatif dari masing-
masing pegawai. Jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong oleh Wajib
Pajak A adalah:
I. Tahun 2015 sebesar Rp 98.750
ii. Tahun 2016 sebesar Rp 445.625
iii. Tahun 2017 sebesar Rp 451.250
b. Perhitungan pajak terutang Wajib Pajak A sebagai Wajib Pajak Orang
Pribadi dihitung menggunakan PP 46 Tahun 2013 dengan tarif 1% (satu
persen) dari omzet dan bersifat final. Jumlah pajak terutang Wajib Pajak A
adalah:
i. Tahun 2015 sebesar Rp 5.128.600
ii. Tahun 2016 sebesar Rp 15.089.200
ili. Tahun 2017 sebesar Rp 17.388.110
3. Setelah melakukan perhitungan pajak terutang, penulis melakukan perhitungan
sanksi administrasi atas pajak terutang yang belum dibayarkan oleh Wajib Pajak
A selama menjalankan usahanya dari tahun 2015. Jumlah sanksi yang harus
dibayarkan oleh Wajib Pajak A adalah:
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a. Sanksi atas keterlambatan pelaporan dan pembayaran PPh Pasal 21:

SPT Masa PPh Pasal 21 memiliki batas waktu penyampaian 20 hari
setelah Masa Pajak berakhir. Setiap keterlambatan mempunyai sanksi
administrasi berupa denda sebesar Rp 100.000 sehingga jumlah denda
keterlambatan penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21 yang harus
dibayarkan oleh Wajib Pajak A sebesar Rp 500.000 untuk tahun 2015,
Rp 1.200.000 untuk tahun 2016, dan Rp 1.200.000 untuk tahun 2017.

. Setiap pemberi kerja wajib untuk memotong PPh Pasal 21 atas

penghasilan yang dibayarkan kepada pegawainya dan kemudian
disetorkan ke kas negara. Keterlambatan penyetoran atau pembayaran
PPh Pasal 21 ini akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 bulan dan dikalikan
dengan pajak terutang yang seharusnya disetor ke negara. Melalui
perhitungan tersebut, diperoleh jumlah sanksi yang harus dibayarkan
oleh Wajib Pajak A sebesar Rp 47.400 untuk tahun 2015, Rp 198.988
untuk tahun 2016, dan Rp 97.675 untuk tahun 2017.

b. Sanksi atas keterlambatan pelaporan dan pembayaran PP 46 Tahun 2013:

SPT Masa PPh Final Pasal 4 Ayat 2 memiliki batas waktu
penyampaian 20 hari setelah Masa Pajak berakhir. Setiap
keterlambatan mempunyai sanksi administrasi berupa denda sebesar
Rp 100.000 sehingga jumlah denda keterlambatan penyampaian SPT
Masa PPh Final Pasal 4 Ayat 2 yang harus dibayarkan oleh Wajib
Pajak A sebesar Rp 500.000 untuk tahun 2015, Rp 1.200.000 untuk
tahun 2016, dan Rp 1.200.000 untuk tahun 2017.

. Keterlambatan penyetoran atau pembayaran PPh Final ini akan

dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen)
per bulan paling lama 24 bulan dan dikalikan dengan pajak terutang
yang seharusnya disetorkan ke negara. Melalui perhitungan tersebut,
diperoleh jumlah sanksi yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak A
sebesar Rp 2.461.728 untuk tahun 2015, Rp 6.690.573 untuk tahun
2016, dan Rp 3.872.453 untuk tahun 2017.
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c. Sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi masing-
masing sebesar Rp 100.000 untuk tahun 2015, 2016, dan 2017.
d. Sanksi kenaikan jika pemeriksaan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak:
i. Sanksi administrasi berupa sanksi kenaikan sebesar 100% untuk pajak
penghasilan yang tidak/kurang dipotong sehingga jumlah sanksi yang
harus dibayarkan oleh Wajib Pajak A karena tidak memotong PPh
Pasal 21 yang diberikan kepada pegawai sebesar Rp 98.750 untuk
tahun 2015, Rp 445.625 untuk tahun 2016, dan Rp 451.250 untuk
tahun 2017.
Ii. Sanksi administrasi berupa sanksi kenaikan sebesar 50% untuk dari
PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak sehingga
jumlah sanksi yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak A sebesar Rp
2.564.300 untuk tahun 2015, Rp 7.544.600 untuk tahun 2016 dan Rp
8.694.055 untuk tahun 2017.

5.2. Saran

Penelitian yang telah dilakukan oleh penulis diharapkan dapat
bermanfaat bagi Wajib Pajak A sehingga Wajib Pajak A dapat memenuhi kewajiban
hukum dan perpajakan atas usahanya di bidang tour & travel. Untuk itu, penulis
memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Sesuai peraturan Undang-Undang Kepariwisataan, sebaiknya Wajib Pajak A
menjalankan usaha biro perjalanan wisata dengan bagian usaha yang berbadan
hukum vyaitu Perseroan Terbatas (PT). Alasan penulis menyarankan bentuk
usaha berbadan hukum ini adalah usaha jasa biro perjalanan wisata yang
diwajibkan berbadan hukum. Adanya PP 29 Tahun 2016 yang membebaskan
besaran modal dasar bagi pendirian PT itu sendiri juga mempermudah
pengusaha khususnya golongan mikro, kecil, dan menengah untuk dapat
berbisnis dengan cakupan yang lebih besar. Prosedur pendiriannya yang Kini
dipermudah dan dipercepat oleh pemerintah menjadi keuntungan sendiri bagi
pengusaha. Tarif PPh yang dikenakan kepada Wajib Pajak badan yang memiliki
omzet tahunan di bawah Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta
rupiah) dapat menggunakan peraturan perpajakan terbaru yaitu PP 23 Tahun
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2018 sebesar 0,5% dari omzet dan bersifat final. Jangka waktu penggunaan
peraturan ini adalah 3 tahun sehingga dapat membantu pengusaha untuk
berkembang terlebih dahulu sebelum membayar pajak dengan tarif normal yaitu
25%. Wajib Pajak A juga dapat mengikuti tender bisnis karena sudah berbadan
hukum.

. Wajib Pajak A dianjurkan untuk mengakui kewajiban perpajakan yang belum
dipenuhi sejak tahun 2015. Sanksi yang akan dikenakan terhadap Wajib Pajak A
akan lebih kecil apabila dibandingkan dengan sanksi yang akan dikenakan jika
dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Pelayanan Pajak setempat.

. Wajib Pajak A tidak perlu mendaftarkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi
Pengusaha Kena Pajak sebelum omzet tahunannya melebihi Rp 4.800.000.000
(empat miliar delapan ratus juta rupiah) karena administrasi Pajak Pertambahan
Nilai (PPN) yang cukup rumit bagi Wajib Pajak A yang juga pengetahuan
perpajakannya kurang memadai dan nilai transaksi-transaksi yang memiliki PPN
itu sendiri kurang signifikan.

. Wajib Pajak A dianjurkan pula untuk mengikuti program Pas Final untuk
menyampaikan harta yang belum diungkapkan di dalam Surat Pemberitahuan
(SPT) sebeluum dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan
dikenakan sanksi Pasal 18 UU TA sebesar tarif umum PPh 5% (lima persen) dan
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) maksimum 24 bulan
dari nilai harta yang belum dilaporkan sesuai dengan nilainya pada saat
ditemukan.

. Sebaiknya Wajib Pajak A turut aktif untuk bertanya melalui hotline Kring Pajak
atau pun live chat di website Direktorat Jenderal Pajak mengenai kewajiban
perpajakan apa saja yang harus dilaksanakan sebagai pengusaha tour & travel
sehingga kewajiban perpajakannya dapat dipenuhi dan Wajib Pajak A tidak akan

dikenakan sanksi baik administrasi maupun pidana.
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